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BUPATT MALUKU TENGAH 

PROVINS! MALUKU 

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH 

NOMOR 6 TAHUN 2018 

TENTANG 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MALUK TENGAH, 
., 

Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 05 

fabun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraa Bermotor saat ini 

tidale sesuai lagi sehinggn perlu disesuaikan dengan memperhatikean 
index harga dan perkembangan perekonomian dacrah, 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian 

Tarif Retribusi Pengujian Kenda.ran Berotor. 

Menginga Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang enetapan Undang 
Undang Darurat Noor 23 Tahun 1957 tentang Pembentulean 
Daerah-Daerah Swatantra Tiogkat II dalan Wilayah Darah 
Swatantra Tirngkeat ' Mauku [Lembaran Negara Tan 1958 Noror 
80, Twmnbahan Lem barn Negara Norr 1645), 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hulm Acara Pdana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, 
T'ambahan Lembaran Negara Noror 3209), 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten 
Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Noror 3961) 
se bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 
Tabun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, 
Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat 
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3985); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kcuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2200,3 Noor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Noror 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 20O3 tentang Pembentukan 
Kabupaten Seram Bagan Timur, Kabupaten Serar Bagian Barat dan 
Kabupaten Kepulauan Ar di Provinsi Maduku fLcmbaran Ncgare 
Tahun 2003 Nomor 1S5, Tam bah an Lembaran Negara Nonor 4350), 

6. Undang-Undang Narmor 01 Tahun 2004 tentang 
Per bendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Noror 125, Tamnbahan Lembaran Negara Nomor 4355], 
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UJndang-Undang Nomor 23 1aun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah {Lembaran Negara tahun 2014 Noor 244, Tarabahan 
Lembaran Negara Nomor 244) sebagaimana telah diubah 
bcberapa kahi terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahtun 
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahu 2014 tentang Pemerintaban Daerah Lembaran Negara 
Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara 
Nomor 5679); 

Lndang-ndang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pererintah Pusat dan Pererintahan Dacrah 
[Lembaran Negara Tabun 2004 Nomor 126, Tarbahan Lem baran 
Negara Nono 4438 

Undang-Undang Noror 38 Tahun 2004 tentang Jalan [Lem baran 
Negara Tahu 2004 Norr 132, Tar bah.an Lembaran Negara 
Norr 4444), 

10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 
Angkutan Jedan (Lembeurwn Negara Tahu 2009 Norr 96, 'Tarn bah au.n 

Lembaran Negara Nomor 5025),i 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049), 

12. Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negar Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), 

13. Peraturan Pemerintah Noor 13 Tahun 1979 tentang Peru bahan 
Batas Wayah Kotaunadya Daerah Tigkat II Arbon (Lerabaran 
Negara Tahun 1979 Noror 20, 'Tambahnn Lembaran Negara 
Nomor 3137), 

14. Per~turan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentapg Pelaksanaan 
Kitab Undang-Undang Hukeum Acara Plana (Lertbaran Negara 
Republuk Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesin Nomor 3258) sebagaimana telah 
diubahdengan Peraturan Pererintah Nomor 58 Tabun 2010 ten tung 
Perubahan Atas Peraturan Pererintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanauan Kitab Undang-Undang Hukum Aara Pidana [Lembar an 
Negara Pepubbik Indonesia Tahun 2010 Nmor 90,Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143], 

1s. Peraturan Pemcrintah Noor 58 Tahun 2005 ten tang Pengclolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, 
Tarbahan Lembarun Negara Notor 4578); 

16. Peraturan Pernerintab Noror 79 Tahu 290S tentarg Pedomasn 
Perbinaan dan Pengawas-an Penyelenggaraan Pemerintahan Dacrah 
fLembaran Negara Tahun 2005 Noor 165, Tambahan Lembaran 
Negar Noor 4593), 

17 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang, Jalan 
(Lembaran Negara Tatun 2012 Nor1or 120, Tababan Lembar an 
Negara Nomor 5317 

18. PeraturanPemerintahNomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan emanfaatan Insentif Permungutan Pajak Daerah dan 
Reuibusi Daerah [Lemnbaran Negara Tahun 201O Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161] 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajcmnen dan 
Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manacmen Lau Lintas {Lembaran 
Negara Tahun 2011 Noror 6I, Tarbahzn Lembaran Negara 
Nomor 5221), 
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20. Peraturan Perenntah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif 
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada 
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2016 
Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Noor 58841; 

21 Peraruran Menteri Dalar Negeri Noor 0I Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Tahu 2014 Noror 32], 

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 
tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor [Berita Negara 
Tahun 2015 Nomor 1296); 

23 Peraturan Daerah Kabupaten TLnkat I Maluku Tengah Nomor 10 
Tahu 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeni Sip~l (Lembaran Daerah 
Kabupaten Malulu Tengah Tahu 1989 Nomor 79 Seri CJ, 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 
Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah 
Peraturan Kabupaten MalukuTengah Tahun 20I6 Noror 183) 

25. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 43 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susnan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten 
Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 265); 

BUPATI MALUKU TENGAN 

MEMUTUSKAN 

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENOUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

Pa#al I 

Dengan Peraturan Bupati 

PengujianKendaraanBerotor. 
ditetapkan Penyesuaian Taf Retribusi 

Pasal 2 

Penyesuaan tarif Retribusi Penguian Kendaraan Bermotor sebagairmana dimaksud pada 

pasal I adalah sebagai benikut: 

o '  Jenis etribual Blaya (p) Maerlalcu 

1 2 3 ' f 
' 

1 Pendaftaran Kendaraan 

a. Pendaftaran Kendaraan 50.000 

b. endattaran 30.000 

KendaraanKarenaPerubahanKeperilikan 

I Jasa Pelayanan Pelan 

1. U]I Berlala Pertara 

a Mobil Penmpang Umm 100.000 6 Bulan 

b. Kendaraan Khu9us 150.0OU 6 Bulan 

c. Mobil Barang 

' JBB 0Kg - 7 5 00  Kg I 00. 000  6 Bulan 

' JBB 7.501 Kg - 14.000 Kg 120.000 6 Bulan 

' JBB Lebih dari 14.000 Kg 150.000 6 Bulan 

' 



0 

• 

No Jenis Retribusi Bia ya (Rpl Masaerlaleu 

' 
2 ' 3 4 

- 
Kereta Gandengan / Tempelan 200.000 • 6Bulan 

• 

- -- 

2. 0JI Bertela Perpenjsgan Mase Bertahu 

a Mobil Penumpang Umum 75.000 6 Bulan 

Kendar aa Khusus 
I 

6 Bulan b. 100.000 

c Mobil Barang 

- JB O KR-7.500 Kg 75.000 6 Bulan 

- JBB 7 501 KR- 14.000 Kg 80.000 6 Bulan 

- BB Lebih dari 14.000 Kg 100.000 6 Bulan 

- 
Kereta Gandengan / Ter pelan JS0.000 6 Bulan 

3. Nam pang Ujl Berta 100.000 6 Bulan 

Uy vLang 
, 

4, 
' 

50.000 6 Bulan 

m. Pera.vacogaun Tan da Sa.co ping 20.000 6 Bulan 

' 
rv. Tada Ut Berlo.la (Terpamog) 20.000 6 Bulan 

' v. Bu ee Uff 8er'ala 

a Pengguunaan Petama / Penggantan 30.000 6 Bulan 

b Leges Ulang 2D.000 6 Bulan 

c Penggantian Karena Hilang 100.000 6 Bulan 

Pasal 

Peraturan Bupati ini mulai berlala pada tanggal di undangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupat 

ini dengan pencmpatannya dalam Derita Daerah Kaba paten Maluku Tengah 

Ditetapkan di Masohi 
pada tangga 26 MC¢ 2018 

MALUKU TtNGAHI-- 

Diundangkan di Masohi 
pada tanggai 26 Me 2018 

] PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
f MALUKU TENGAH, 

RAKIB SAHUBA WA 

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 96 


